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Yth Ketua Pengadilan Negeri 

di 

    Seluruh Indonesia 

 Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum terhadap pelaksanaan Implementasi SIPP di seluruh Pengadilan Negeri pada bulan 

Desember tahun 2022, dengan ini diumumkan Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP 

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus, Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP tertinggi pada 5 

(lima) Pengadilan Negeri  Klas IA serta pada 5 (lima) Pengadilan Negeri (Klas IB dan II) 

dengan penilaian tertinggi berdasarkan jumlah beban perkara. Selain itu juga disampaikan 

daftar pengadilan yang belum mencapai standar minimal nilai Evaluasi Implementasi SIPP 

untuk menerapkan register elektronik. Kategori penilaian sebagai berikut : 

1. Kinerja 

- Jumlah rasio penanganan perkara 

- Rilis Versi SIPP 

- Kesesuaian kode satker nomor perkara 

- Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk 

2. Kepatuhan 

- Pendaftaran perkara - Penginputan permohonan banding 

- Pencatatan barang bukti - Penginputan permohonan kasasi 

- Penetapan Hakim - Penginputan permohonan PK 

- Penetapan PP - Pengiriman berkas banding 

- Penetapan Jurusita -  Pengiriman berkas kasasi 

- Penetapan hari sidang pertama - Pengiriman berkas PK 

- Penginputan tuntutan - Pemberitahuan putusan / penetapan 

- Penginputan putusan akhir - Penginputan penetapan Hakim 

- Penginputan minutasi - Penginputan penetapan PP 

- Minutasi perkara - Penginputan penetapan sidang 

- Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi - Penginputan penetapan Jurusita 

- Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang -  Unggah Putusan Akhir 

- Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan 

 

 

 

 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5 
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58  ByPass,  Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat 

Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201 

 

Nomor  : 15/DJU/HM.02.3/1/2023                             Jakarta, 2 Januari 2023 

Lampiran : 3 (tiga) lembar 

Hal  : Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tertinggi 
    dan yang belum mencapai standar nilai EIS 
    Periode Desember Tahun 2022 
 



 

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 

 

3. Kelengkapan 

- E-Document dakwaan/petitum - Data lapor mediasi 

- Pencatatan saksi - Data diversi 

- E-Document tuntutan - Data nilai sengketa 

- E-Document putusan akhir/penetapan 

4. Kesesuaian 

- Agenda sidang terakhir 

- Tanggal putusan dan tanggal sidang terakhir 

- Publikasi pihak 

- Pengisian BHT 

- Penahanan 

- Sisa biaya perkara tingkat pertama 

- Kesesuaian Sinkronisasi SIPP Web 

 

Pencantuman Pengadilan Negeri dengan nilai di bawah standar dari nilai yang telah 

ditentukan adalah dengan mempertimbangkan rendahnya / kurangnya nilai pada unsur-

unsur : 

- Minutasi 

- Pengisian BHT 

- Penginputan penetapan majelis hakim 

- Penginputan putusan akhir 

 

Apresiasi / penghargaan kami sampaikan kepada seluruh Pengadilan Negeri yang 

telah melakukan banyak perbaikan dalam mengimplementasikan SIPP, namun bagi 

Pengadilan-pengadilan Negeri yang belum mencapai penilaian implementasi SIPP sesuai 

standar karena hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan agar dapat mendorong 

perbaikan kinerjanya.  

     

 
 
 
 
 

 

Tembusan: 

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial; 

2. YM Ketua Kamar Pengawasan; 

3. Yth Ketua Kamar Pembinaan;  

4. Yth Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia. 



NO KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN TOTAL

1 151,65 539,84 120,89 169,79 982,17

2 149,18 532,27 120,97 169,80 972,22

3 148,17 531,50 118,74 166,48 964,89

4 148,18 529,87 120,09 158,79 956,93

5 148,69 530,03 109,00 167,78 955,50

6 151,17 508,30 107,60 162,73 929,80

7 148,85 486,39 107,38 160,73 903,35

8 138,48 480,79 118,04 165,72 903,03

9 145,94 473,17 118,08 165,71 902,90

10 145,27 497,56 107,74 150,74 901,31

11 145,74 482,83 106,82 162,75 898,14

12 143,58 481,10 106,08 166,77 897,53

13 115,52 481,32 105,91 158,48 861,23

14 135,31 437,52 105,24 163,80 841,87

15 135,45 452,93 96,73 138,17 823,28

NO JML PERKARA PENGADILAN NEGERI KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN TOTAL

1 >2000 Pengadilan Negeri Malang 152,42 538,85 121 169,56 981,83

2 >2000 Pengadilan Negeri Mojokerto 153,13 546,51 109 168,99 977,63

3 >2000 Pengadilan Negeri Denpasar 146,09 539,95 119,95 168,79 974,78

4 >2000 Pengadilan Negeri Banjarmasin 150,89 534,59 120,31 167,56 973,35

5 >2000 Pengadilan Negeri Blitar 159,18 534,77 109 169,55 972,50

NO JML PERKARA PENGADILAN NEGERI KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN TOTAL

1 1001 ~ 2000 Pengadilan Negeri Tulungagung 157,6 547,51 109 169,73 983,84
2 1001 ~ 2000 Pengadilan Negeri Mataram 154,03 540,36 108,76 163,99 967,14
3 1001 ~ 2000 Pengadilan Negeri Sleman 151,13 528,26 121 166,35 966,74

4 1001 ~ 2000 Pengadilan Negeri Bengkulu 148,86 535,79 109 169,15 962,8

5 1001 ~ 2000 Pengadilan Negeri Manado 152,95 534,14 106,14 168,48 961,71

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

II. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas 2000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

III. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara 1001 s/d 2000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

EVALUASI SIPP PERIODE DESEMBER TAHUN 2022

Pengadilan Negeri Makassar

I.  Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
PENGADILAN NEGERI

Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri Bekasi

Pengadilan Negeri Surakarta

Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Bandung

Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 1 dari  3 Halaman



EVALUASI SIPP PERIODE DESEMBER TAHUN 2022

NO JML PERKARA PENGADILAN NEGERI KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN TOTAL

1 1~1000 Pengadilan Negeri Watampone 151,95 546,35 121 169,59 988,89

2 1~1000 Pengadilan Negeri Tasikmalaya 153,82 546,58 109 167,54 976,94

3 1~1000 Pengadilan Negeri Sungguminasa 151,08 543,02 109 167,61 970,71

4 1~1000 Pengadilan Negeri Sukoharjo 152,99 533,38 109 169,47 964,84

5 1~1000 Pengadilan Negeri Palu 147,2 525,18 117,36 168,61 958,35

NO JML PERKARA PENGADILAN NEGERI KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN TOTAL

1 1001 ~ >2000 Pengadilan Negeri Bojonegoro 149,77 547,45 101,79 186,07 985,08
2 1001 ~ >2000 Pengadilan Negeri Kisaran 149,18 542,72 102 186,61 980,51

3 1001 ~ >2000 Pengadilan Negeri Stabat 144,8 549,74 94 186,72 975,26

4 1001 ~ >2000 Pengadilan Negeri Lamongan 152,6 532,97 101,72 187,51 974,8
5 1001 ~ >2000 Pengadilan Negeri Tuban 156,93 533,46 93,56 187,32 971,27

NO JML PERKARA PENGADILAN NEGERI KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN TOTAL

1 501~1000 Pengadilan Negeri Indramayu 148,31 542,13 101,74 188 980,18

2 501~1000 Pengadilan Negeri Kraksaan 152,06 540,52 94 187,03 973,61

3 501~1000 Pengadilan Negeri Kalianda 147,49 534,44 102 188 971,93

4 501~1000 Pengadilan Negeri Pekalongan 149,59 539,36 94 186,94 969,89

5 501~1000 Pengadilan Negeri Mempawah 148,62 542,3 90,67 187,66 969,25

NO JML PERKARA PENGADILAN NEGERI KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN TOTAL
1 1~500 Pengadilan Negeri Wonogiri 148,86 534,04 94 188 964,9

2 1~500 Pengadilan Negeri Situbondo 149,2 534,51 94 186,61 964,32

3 1~500 Pengadilan Negeri Tanjung Selor 146,25 544 86 188 964,25

4 1~500 Pengadilan Negeri Kandangan 153,69 535,27 86 187,4 962,36
5 1~500 Pengadilan Negeri Lhokseumawe 153,64 535,1 84 186,44 959,18

VI. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara 501 s/d  1000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

VII. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara  1 s/d 500  dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

V. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara 1001 s/d diatas 2000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

IV. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara 1 s/d 1000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

Halaman 2 dari  3 Halaman



EVALUASI SIPP PERIODE DESEMBER TAHUN 2022

NO JML PERKARA PENGADILAN NEGERI KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN TOTAL

1 501 ~ >1000 Pengadilan Negeri Rengat/indragiri 148,55 551,25 94 188 981,8
2 501 ~ >1000 Pengadilan Negeri Sumenep 142,48 548,6 94 187,37 972,45

3 501 ~ >1000 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 151,14 537,68 93,78 186,26 968,86
4 501 ~ >1000 Pengadilan Negeri Sambas 150,27 535,04 94 187,56 966,87

5 501 ~ >1000 Pengadilan Negeri Praya 150,57 538,55 94 183,64 966,76

NO JML PERKARA PENGADILAN NEGERI KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN TOTAL
1 1~500 Pengadilan Negeri Tanjung 156,87 544 94 188 982,87

2 1~500 Pengadilan Negeri TOLI-TOLI 149,57 543,7 94 188 975,27

3 1~500 Pengadilan Negeri Pasuruan 142,3 549,68 94 188 973,98
4 1~500 Pengadilan Negeri Pare-Pare 154,28 543,53 94 181,38 973,19

5 1~500 Pengadilan Negeri Kab. Madiun 149,23 533,3 102 188 972,53

NO JML PERKARA PENGADILAN NEGERI KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN TOTAL

1 1~500 Pengadilan Negeri Dobo 138,89 514,55 76 169,94 899,38

2 1~500 Pengadilan Negeri Enrekang 130,6 507,52 94 165,5 897,62

3 1~500 Pengadilan Negeri Blangkejeren 141,03 490 76 188 895,03

4 1~500 Pengadilan Negeri Rote Ndao 141,04 489,5 76 178 884,54

5 1~500 Pengadilan Negeri Lasusua 148,32 474,86 84 175,5 882,68

6 1~500 Pengadilan Negeri Namlea 148,7 473 76 179,15 876,85

7 1~500 Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu 141,33 476,89 76 180,31 874,53

8 1~500 Pengadilan Negeri Bintuhan 141,43 461 84 188 874,43

9 1~500 Pengadilan Negeri Tapaktuan 151,39 462 76 181,75 871,14

Data ditarik tanggal : 2 Januari 2023 - 14.45 WIB

IX. Pengadilan Negeri Kelas II dengan perkara  1 s/d 500  dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

X. Pengadilan Negeri Kelas II dengan perkara  1 s/d 500  dengan Nilai Implementasi SIPP Dibawah 900

VIII. Pengadilan Negeri Kelas II dengan jumlah perkara 501 s/d diatas 1000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

Halaman 3 dari  3 Halaman
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